






Lampiran I 

KEPUTUSAN DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR 

DAN PULAU-PULAU KECIL 

NOMOR:B. 2017/DJPRL. 3/OT.610/IX/2023 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN 

PULAU-PULAU KECIL 

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN 

PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING 

No. Komponen 

1 DasarHukum 

Uraian 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin

Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di 

Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan 

Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan

Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39

Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24

Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam

Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan.









Larnpiran II 

KEPUTUSAN DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR 

DAN PULAU-PULAU KECIL 

NOMOR:B.2017/DJPRL.3/OT.610/IX/2023 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN 

PULAU-PULAU KECIL 

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL 

DENGAN LUAS DI BAW AH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI) 

No. Komponen 

1 Dasar Hukum 

Uraian 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

8/PERMEN-KP/201 9 tentang Penatausahaan Izin

Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di

Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan

Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan

Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39

Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan.








